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PUTUSAN
Nomor : 650/Pdt.G/2015/PA.Tbh

a1 eyl Al vy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadiian Agama Tembilahan yang mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara;

umur 19 tahun, agama lIslam,
pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di
Jalan Kalimantan Gg. Sukun RT.007 RW. 002
Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;
MELAWAN
umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK
Kapal Mctor Mega Buana, pendidikan SD, tempat
tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, SH, Gg. Sempurna
Kelurahan Tembilahan hilir Kecamatan Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia, untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan
oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
14 September 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 650/Pdt.G/2015/PA.Tbh
tertanggal 10 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah
pada tanggal 06 Juni 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri
Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/16/V1/2014,

tertanggal 06 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun
dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul),
belum dikaruniai anak;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Jalan Prof M. Yamin, SH Kelurahan
tembilahan Hilir selama 3 bulan kemudian setelah itu Penggugat
dengan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Sungai
Simbar Kecamatan Kateman selama 2 bulan, terakhir Penggugat
dengan Tergugat kembali tinggal bersama dirumah orang tua
Penggugat di Kelurahan Tembilahan Hilir;

4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang
penyebabnya adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara
layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak
punya peketjaan tetap;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2014, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut diatas
sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama
lebih kurang 11 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat
dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak
berhasil;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi
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dan Penggugat tidak sanggup tagi untuk meneruskan hidup berumah
tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dali! tersebut di atas, Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah
ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (
) terhadap Penggugat

3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan
putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya
pernikahan tersebut;

4, Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun
Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakiinya,
meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali
dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di
persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal
154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak
dapat didengar di persidangan;
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Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat
mengajukan alat bukti tertulis berupa :

a. Fotokopi Buku Kufipan Akta Nikah Nomor : 202/16/VI/2014 , yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung,
Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Juni 2014 , lalu Majelis memeriksa
bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan
Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.2/Kel.Tbh. Hilir-Umum/33
tanggal 14 Nopember 2015, setelah diperiksa Majelis ternyata surat
tersebut asli, dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hilir Kecamatan
Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga
mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. umur 36 tahun, agama islam,
pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof.
M. Yamin Gang Sempurna Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai
saudara seibu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah,
menikah pada tanggal 06 Juni 2014 di KUA Kecamatan Gaung dan
setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Jalan Prof M. Yamin, SH Kelurahan
tembilahan Hilir selama 3 bulan kemudian sefelah itu Penggugat
dengan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa
Sungai Simbar Kecamatan Kateman selama 2 bulan, terakhir
Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal bersama dirumah
orang fua Penggugat di Kelurhan Tembilahan Hilir;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun
dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai
anak;

- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah
secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja
dan tidak punya pekerjaan tetap;

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggai selama kurang lebih 11 bulan,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan
untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan
8D, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Prof. M.
Yamin Gang Sempurna Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai
ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah,
menikah pada tanggal 06 Juni 2014 di KUA Kecamatan Gaung dan
setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah grang tua Penggugat di Jalan Prof M. Yamin, SH Kelurahan
tembilahan Hilir selama 3 bulan kemudian setelah itu Penggugat
dengan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa
Sungai Simbar Kecamatan Kateman selama 2 bulan, terakhir
Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal bersama dirumah
orang tua Penggugat di Kelurhan Tembilahan Hilir;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun

dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai

anak;

- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah
secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja
dan tidak punya pekerjaan tetap;

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan
untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan
kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini,
Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita
Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap
panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149
R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 6 dari 11 halaman Pufusan Nomor : 650/Pdt.G/2015/PA. Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka
selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka
perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh
peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008
Jo Pasal 154 R.Bg ftidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan
Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya
karenaTergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada
Penggugat karena Tergugat malas bekerija / tidak punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil
dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat
(P.1,P.2) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukii-bukti tersebut
Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P.1" yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti “P.1" tersebut
merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai
alat bukti, telah bermaterai cukup dan oleh Maijelis Hakim telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P.1"
tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti
‘P.1” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan
gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil dan
berdasarkan bukti “P.1" tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah séhingga secara
formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio) oleh karenanya maka alat bukti “P.1"
tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan yang
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menerangkan bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi
keberadaannya maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan ghoib;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya
adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi
tersebut felah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di
persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan
dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah
saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok
gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal kurang lebih 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan
saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukii yang cukup
mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti
P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis
Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tanggal 08 Juni
2014 di KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir dan belum
dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2014 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di
damaikan lagi yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat
memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat
tidak punya pekerjaan tetap;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah
tempat tinggal lebih kurang 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukii
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage)
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yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah
tempat tinggal {Scheiding van tafel end bed) selama 11 bulan, serta
upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan
perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta
tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang
dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan
kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan
keburukan (mafsadat) daripada kebaikan (mashiahaf), diantaranya
penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal
menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan,
sebagaimana kaedah ushul figih yang terdapat daiam Kitab Al- Asbah
Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi:

rhadl cla e adis sudiali e g

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap
kebaikan“

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat
dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (mafsadaf) tersebut
adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat
dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang
Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus
perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

(al el
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Disclaimer

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada
suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada
isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk
menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka
gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomoer 50 Tahun
2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
terhadap Penggugat

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk

_mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk

dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 21 Maret
2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsani 1437 H oleh kami
YENI KURNIATI, S.H.l Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama sebagai Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.H.I dan FATHUR
RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu
oleh ABDUL AZIS, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

A

KETUA MAJELIS

.' 16%_-‘#/83 [ —al

YEN! KURNIATI, S.H.I
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

RAT
E&m
471

RIKI DERMAWAN, S.H.I FATHUR RIZQ, S.H.(
PANlTERAlx I*ENGGANTI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp.  30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 100.000,-
4, Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
Jumlah = Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu

ribu rupiah);
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